BAB VI
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan
mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kantor
Lurah Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, maka penulis
dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitan dan memberikan
saran-saran yang sesuai dengan temuan penelitian.
A. Kesimpulan
1. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Kantor
Lurah Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat
dikategorikan baik, kenyataan ini terbukti dari penelitian yang
penulis lakukan terhadap 9 (Sembilan) unsur yaitu: persyaratan,
sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif,
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku
pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta
sarana dan prasarana diperoleh skor secara keseluruhan 9.195
dengan perhitungan nilai SKM di atas menunjukan jumlah Nilai
Interval SKM sebesar 3,15 dan Nilai Interval Konversi SKM
sebesar 78,80 dengan mutu pelayanan “B” yang dinyatakan
“Baik” berada di antara Nilai Interval 3,06-3,53 dan Nilai Interval
Konversi antara 76,61-88,30.
2. Faktor pendukung Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Publik pada Kantor Lurah Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan



96

Kota Dumai yaitu adanya Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan
Kompetensi Pelaksana sedangkan faktor penghambat dalam
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pada
Kantor Lurah Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai
adalah masih kurangnya ketepatan waktu penyelesaian, masih
ditemukan kurang maksimalnya pelayanan pada Kantor Lurah
Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai terkait
kejelasan persyaratan sehingga masyarakat harus bolak-balik

untuk memenuhi persyaratan.

B. Saran

Berdasarkan faktor penghambat yang penulis paparkan di atas ada
beberapa saran yang penulis dapat berikan sesuai dengan Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan pada Kantor Lurah Ratu Sima
Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih terbuka dalam hal informasi pelayanan,
harus menyediakan media informasi baliho/banner yang langsung
dapat dibaca oleh masyarakat.

2. Diharapkan kepada pihak pimpinan untuk lebih memperhatikan
pengawasan terhadap disiplin kerja yang diterapkan ditempat
kerja. Dan diharapkan kepada pegawai untuk lebih profesional
dalam melaksanakan disiplin dan kerja untuk meningkatkan kinerja

pegawai.
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